BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR P4 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASE, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimb_ang e

Mengingat

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

* bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten

Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan

. organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka

. . perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;

Undang — Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang ~ Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);



Menetapkan

10.

il

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun. 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tehun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan

. Thukota Kabupaten Daerah Tingkat I Langkat dari wilayah Kodya

Dati 11 Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati 1I
Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman
Penyusunan Pereacanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah
(P5D);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan
batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat
II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang

-(Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran

Negara RI No 3323},

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Dacrah Kabupaten
Langkat Tahun 2316 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 29 );

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT.



. BAB I
I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ddlam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Dacrah scbagai unsur penyelenggara
pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Daerah.
Bupati adalah Bupati Langkat.
Wakit Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
' Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya BAPPEDA.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten
- Langkat. '
8. Renstra adalah Rencapa Strategik Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
- Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.
9.’ Renja adalah Rencana Ketja Pemerintsh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kabupaten Langkat.
10. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

VS

BABII
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

. Pasal 2

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten merupakan unsur penimjang
. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

_ (_2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang sebagaimana dimaksud
o pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan Daerah Kabupaten yang berkedudukan
o dllbawahdanbertm@gung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3) Badﬁn_ Perencanaan Pembangunan Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang Urusan
Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a Penyusunan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan;
' b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan;
-~ ¢. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
. Perencanaan Pembanguman;
d, Pembinaan teknis penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan penelitian
'. pengembangan;
e Peiak§anaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
. fungsinya,



BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Badan Perencanaan Pembanguan Daerah

" Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
' - Kepala Badan; N
Sekretariat;
‘Bidang Fisik dan Prasarana;
Bidang Ekonomi; - .
- Bidang Sosial dan Pemerintahan;
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
Kelompok Jabatan Fungsional.

LR I

. (2) Sekretariat sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
'b. Sub Bagian Keuangan;

(3)' Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, membawahi:
a. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
b. Seksi Prasarana Wilayah.

'(4) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
" a. Seksi Pertanian Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan Dan Koperasi;
b.  Scksi Ekonomi dan Penanaman Modal.

'(5) Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurdf e,
membawahi:
a.  Seksi Pendidikan, Agama dan Kesehatan;
b. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.

(6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- huruf {, membawahi:
a. Seksi Penelitian dan Pengembangan,
b. Seksi Statistik.

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di ba bertanggun
jawab kopada Kopala Dadan; & weh dan &

(2) Bidﬂ{lg—bidi}l‘l-g se:'bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), (4), (5) dan (6) masing-
‘masing ‘dlpnmpm oleh seorang Kepala Bidang yang dalamelaksanakan tugasnya
- berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris:

(3) Sub Bagian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang
- Kepala Sub. Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawzh dan
be_:rtanggtmggawab kepada Sekretaris;

(4) Seksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), (4) , (5) dan(6) huruf a dan

“b'dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakantu,
' gasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. o
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Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6 ‘

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memp}myai tugas poqu' .memimpdz
- merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordlnq:slkan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang perencanaan pembangunan dan statistik.

Pasal 7

'Untik melaksanakan tugas pokok scbagaimana di maksud dalam Pasal 6, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
© a, Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 h. Pengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;
¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan
. penelitian pengembangan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPIPD), Jangka Menengah Daerah (RPIMD) dan Jangka Pendek
Dacrah;

b, Melaksanakan Koordinasi sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah
- dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi-instansi vertikal di
: Kabupaten;
¢. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersams-sama dengan

‘Fiin Anggaran Pemerintah Daerah;

- Mengembangkan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah untuk penyempurnaan

lIcbih lanju; )

Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

Melaksanakan penelitian, pengembangan dan statistik;

Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai

. sesuai dengan program kerja dan ketetntuan yang berlaku;

' Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
Merumuskan dan merencanakan serta mengendalikan pembangunan daerah;
Mengembangkan kebijaksanaan sistemn perencanaan pembangunan daerah;
Mengadakan kebijaksanaan pembiayaan dan monitoring terhadap kegiatan
‘perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya;

‘Melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada daerah;

Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

o .

e

e
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1)

Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Pemerintah Kabupaten

Langkat.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati;

Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan
fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,

. keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan

(2}

M me

XS

organisasi.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi:

Melakukan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan keuangan;
Menyusunan serta menyiapkan renstra, renja dan lakip Sekretariat dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;

Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;

Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat mempunyai tugas:

BB -'_'-?T".‘“."

' Ményusun rencana kerja Sekretariat;

' a
'b.  Merumuskan Kebijakan teknis kesckretariatan;
¢. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
~.d. Melaksanakan urysan Keuangan;
. . Melaksanakan urusan perencanaan, program dan evaluasi;
- . Menyelenggarakan ‘hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja
.. perangkat daerah terkait;
g. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daersh;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja
.- Sekretariat;
1. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung; '

" Menilai hasil kerja hawahan untuk bahan pertimbangan karier;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
Pembinaan administrasi dan rumah tangga;

. Mgclakukan urusan ketatalaksanaan; .
Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, Lakip Sekretariat dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku

.0

 secbagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

p. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian
kinerja;

g. Melaksanakan pembinaan terhadap bawshan di bidang tugasnya;

1. - Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

" tahunnya,



s. Melaksanakan tugzis-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

| t Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh

&
b.

oo

AT T e

n,

=

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

-I(epziia Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

Meuyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Badan; .
Menyusun rencana dan program kerja melalui Musrenbang tingkat Kecamatan,

- 'Kabupaten, Propinsi dan Nasional;

Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
Melaksanakan monitoring dan evaluasi; -
Melaksanakan peperimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, paskah dinas,
pengelolaan dokumentasi dan kerarsipan;

Meldksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; S
Menyusun dan menyiapkan pengelolean dan pengendalian administrasi perjalanan
dinas; .-

Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

- Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;

Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dap ketertiban kantor;
Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,
gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

Menyustun dan Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian  dan
inventarisasi periengkapan kantor;

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan data dan

" dokumentasi kepegawaian serta peraturan perundang-undangan;

Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawa,
Menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi pmum dan

. kerumahtariggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain d lingkungan

Badan.

Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan Kepegawaian;
‘Melaksanakan urusan perlengkapan dan invetaris barang serta kebutuhan rumah tangga
Badan;

Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dan Jukiak teknis serta
bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha;

. Menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai

- pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;

Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan remcana operasional bidang sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

- Menyiupkan data dan bahan yang berkenaan dengen Schksi tugasnye dalam rangka

penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Sckretariat;
Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian
Kinerja;

. Melaksaflakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
tl\;lhmnl::«:mkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
' {ahunnya;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

 fungsinya;

Pasal 11

" Kepala Sub Bagian Kenangan mempunyai tugas:

7
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Menyusun rencana dan program ketja operasional kegiatan pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keunangan Bat'ian; _ .
Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Badan;

" Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan
belanja;

Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta
t&mmmbazmm:kmmgz;tgﬁ lt;zi:fag;xe;;;:}ls,unan rencana dan program administrasi
ﬁ:ﬁﬁ:ﬁﬁ%sm pengelolaan  anggaran pendapatan dan belanja
Edf;l;apkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan,
xim&zzni(l:gﬁf:as}?ﬁa&s perumusan penyusunan rencana dan dukungan

- anggaran pelaksanaan tugas Badan;

Molaksanakankoordinasi pengelolaan administrasi dan  pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran serta
analisis pelaksanaan anggaran;

Menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan
anggaran;

Melaksanakan perencanaan program anggaran;

Melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta
menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

Membuat laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sesuai dengan peraturan yang
berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan peketjaan; .
Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai

- pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian -
kinerja;
Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;

s.. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

tahurmya;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas vang diberikan oleh
atasan sesuat dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 12

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan
perencanaan pembangunan dibidang Fisik dan Prasarana serta melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Fisik
+ dan Prasarana mempunyai fungsi:

.8 Perumusan perencanaan pekerjaan umum, Pengembangan wilayah, perumahan,

kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup,
pariwisata dan kebudayaan; '



b. Peramusan kebijakan pembangunan pekerjaan umum, pengembangan wilayah,

perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, hnglmngan
" hidup, pariwisata dan kebudayaan yang disusun olch badan, dinas, bagian dan

_ kecamatan serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan Pcmc?ﬁntah Daerah;
c. Koordinator pelaksanaan Inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana
" gerta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan; o
d. Penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang mc:hputs
pekerjaan umum, Pengembangan wilayah, perumahan,. kawasan permukiman,
perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, pariwisata dan kebl'ldayaan,
dalam rangka pelaksanaan program daerah atau pokok-pokok yang diusulkan

. kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

¢. Pengumpulan bahan koordinasi penyusunan program tahunan pembangunan

; f Mengumpulkan bahan untuk program bantuan bantuan pembangunan dari Propinsi

Sumatera Utara, Pemerintah Pusat dan bantuan dari pihak ketiga;
g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Fisik dan Prasarana;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

- fungsinya.

Pasal 13

‘Kepala Fisik dan Prasarana mempunyai tugas:

.Ia_

b.
c.

Merencanakan operasional bidang berdasarkan renja tahuan Kepala Badan sebagai

- pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kelja;_
Melakukan kegiatan perencanaan pekerjaan umum, pengembangan wilayah,

perumahan, kawansan permukimen, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan
- hidup, pariwisata dan kebudayaan;

Mengkoordinasikan dan memadukan rencanz pembangunan pekerjaan umum,
pengembangan wilayah, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya
alam, lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan yang disusun oleh dinas, badan,

~ bagian dan kecamatan serta unit kerja lainnya yang beradz di lingkungan Pemerintah
Daerah;

Melakukan invemtarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan
langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan; _
Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang

. meliputi pekerjaan umum, pengembangan wilayah, perumahan, kawasan permukiman,

- perhubungan, sumber daya alam, ingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan, dalam

i a2 "—u-:—o

rangka pelaksanaan program daerah atan pokok-pokok yang diusulkan kepada
pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat;

- Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan program tahunan pengembangan daerah;

Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari
Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat dan bantuan dari pihak ketiga;

Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanakan pembangunan;

Menyusun dan menyiapkan renstra, renja dan lakip Bidang Fisik dan Prasarana;

. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;
‘Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oieh atasan

- sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 14

‘Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas:

'Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

" Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja,

Mengumpulkan bahan dan data untuk program pengaturan Pariwisata dan

K ebudayaan;
Mengumpulkan bahan dan data untuk program pengaturan Sumber Daya Alam;

Mengumpulkan bahan dan data untuk program pengaturan Lingkungan Hidup;

. Melaksanakan penyusunan rencanan dan program Pariwisata dan Kebudayaan;

Melaksanakan penyusunan rencanan dan program Sumber Daya Alam;

Melaksanakan penyusunan rencanan dan program Lingkungan Hidup;

‘Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka
penyusunsn renstra, renja dan lakip Bidang Fisik dan Prasarana;

‘Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;

Memberikan penilaian terhadap bawahanaya dalam rangka pembuatan SKP setiap
tahunnya;

Melaksanakan dan menyclenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya; "

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- Kepala Seksi Prasarana Wilayah mempunyai tugas:

Menyusun rencana kegiatan Scksi berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai

- pedoman pelaksanaan tugas;

' Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;

‘Mengumpulkan bahan dan data untuk program Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

-Pertanahan;

Mengumpulkan bahan dan data untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Mengumpulkan bahan dan data untuk program Perhubungan;
Melaksanakan penyusunan rencanan dan program Pembangunan Pekerjaan Uroum,

- Penataan Ruang dan Pertanahan;
' Melaksanakan penyusunan rencanan dan program Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

- ‘Melaksanakan penyusunan rencanan dan program Perbhubungan;

Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka

penyncrman renstra, renja dan lalip Bidang Fisik dan Pragaranag

Mglaksgf;akan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;

t!:;lhen-nI:u:rikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
unnya; : _.

Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

. dengan tugas dan fungsinya;

. ;_Mcny.usun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan
sesuat dengan tugas dan fungsinya

10
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Bagian Keempat
Bidang Ekonomi

Pasal 16

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan mengendalikan
.+ tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan
pembangunan pertanian, perikanan, pangan, pengelolaan keuangan dan aset,

_pengelolaan pajak dan retribusi, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

- serts perdaganagan, koperasi, usaha mikro dan menengah;

@

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang

'Ekonomi mempunyai fungsi:

~ 'a. Perumusan rencana kerja dan perencanaan pembanguna Bidang Ekonomi;

b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pemnbangunan Bidang Ekonomi;
¢. Pengkoordinasian dalam memmkronkan perencanaan pembangunan Bidang

FEkonomi;
d. Pelaksanaan inventarisasi pennasalaban perencanaan Bidang Ekonomi;
¢. Pelaksanaan pembinaan staf Bidang Fkonomi;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
_ tugas dan fungsi.

Pasal 17

. Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas:

a,

Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian, Perikanan, Pangan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Perdagangan, XKoperasi Usaha M:k:m dan

‘Menengah;

Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Pertanian, Perikanan,
Pangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro

. dan Menengah;

Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Pertanian, Perikanan,
Pangan, Pengelolaan Keuangan dan Asct, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman

‘Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro
“dan Menengah yang disusun oleh Satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah
dacrah;

‘Melakukan imventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-

. langkah kebijaksanaan dan pemecahan;

Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ckonomi meclipud

- Pertanian, Perikanan, Pangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan
*Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Perdagangan,

Koperasi Usaha Mikro dan Menengah dalam rangka;

Meclaksanakan program daersh atan program-program yang diusulkan kepada
‘Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dimasukkan kedalam program daerah

Provinsi Sumatera Utara yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan
dalam Program Tahunan Nasional;

Menyiapkan konsepsi kebijakan ekonomi makro dan analisis idikator ekonomi daerah;
Menyusun serta menyiapkan renstra, renja dan lakip Bidang Ekonomi;

' Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian

K kmel]a,

: Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnys;

1



Kk

1.

Membenkm) penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

tahunnya;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

 fungsinya;

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

.sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

'Képaia Seksi Pertanian, Perikanan Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi
_m_gmpunyai tugas:

a.

" C.

a.

Menghimpun bahan dan data program pertanian, petikanan perindustrian dan

~perdagangan, dan koperast;
b.

Menyusun rencana dan program pembangunan ekonomi pembangunan pertanian,

. perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;

Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan dacrah Bidang
pertanian, perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;

. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian,
" perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi; . .
" Penginventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang pertanian,

perikanan perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;

Memfasilitasi kerjasama pembangunan ekonomi bidang pertanian, perikanan
perindustrian dan perdagangan, dan koperasi dengan daerah lain ataupun pihak lain;
Menghimpun data tentang potensi unggulan daersh bidang pertanian, perikanan
perindustrian dan perdagangan, dan koperast;

Menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan Buku Selayang Pandang
Kabupaten Langkat;

Melakukan pemetaan potensi ekonomi daerah;

- Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan indikator makro ¢konomi daerah;

Melakukan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang pertanian, perikanan
perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;

Menginventanisasi kesesaian antara program kegiatan bidang pertanian, perikanan
perindustrian dan perdagangan, dan koperasi dengan Renstra dan RPIMD;

. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka
penyusunan renstra, renja dan lakip Bidang Ekonomi;

I’l\:endlstnbusxkan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian
kinerja;

Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;

Memherikan penilaian terhadap bawahannys dalam rangka pembuatan SKP octiap

tahunnya;

: Melal_:sanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denga.ﬁ tugas dan
. fungsinya;

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

- 'sesuai dengan tugas dan fungsinya.

' Pasgal 19

' '-.Kepala Seksi Ekonomi dan Penanaman Modat mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data program Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan

- Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satn Pintu;
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Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan Pengelolaan Keuangan
dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan Buku Standart Harga Barang

~ Peralatan dan Upah Kabupaten Langkat;

Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan LKPJ; .
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; '

Menginventarisasi kesesuaian antara rogram kegiatan bidang Pengelolaan Keuvangan
dan Aset, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dengan renstra dan RPTMD;

" Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkap rencana operasional bidang scbagai

. pedoman pelaksanaan tugas;

Ty

Menyiapkan data dan bahan yang berkepaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka
penyusunan renstra, renja dan lakip Bidang Ekonomi,

~ Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian

kinerja;

Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya; .
Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
tahunnya;

" Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesusi dengan tugas dan

fungsinya;

- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 20

‘Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,

. melaksanakan dan membina perencanaan bidang sosial dan pemerintahan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang
Sosiat dan Pemerintahan mempunyat fungsi:
a. Perumusan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan;

" b, Perumusan kebijakan pembangungan bidang sosial dan pemerintahan;

c. Koordinator inventarisasi perniasalahan dibidang sosial dan pemerintahan serta
' merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemencahannya;

. & Pernyusunan program bidang Sosial dan Pomerintah dalam rengka pelaksanaan

program daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi
untuk _dimasukkan kedalam program provinsi dan atau yang diusulkan kepada
Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Rencana Tahunan Nasional;

- ¢, Pengumpulan bahan koordinasi penyusunan program tahunan pembangunan

dacrah;

£ Pengumpulan bahan untuk program bantuan pembangunan dari Provinsi Sumatera

Utara, Pemerintah Pusat dan bantuan dari pihak ketiga;
g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Bidang Sosial dan Pemerintahan;

h. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 21

-'Képala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas:

Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan kepala Badan sebagai

. pedoman pelaksanaan tugas; .
‘Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;

Melakukan kegiatan perencanean Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama, Keluarga
Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga,
Kearsipan dan Perpusaiakaan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan

" Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Kependudukan
‘dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi;

Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Bidang Pendidikan,
Keschatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan
Anak, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan dan Perpusatakaan, Pemerintahan Umum,
Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan,
Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi;

Melakukan Inventarisasi permasalahan dibidang Bidang Bidang Pendidikan,
Kesehatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan

- Anak, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan dan Perpusatakaan, Pemerintaban Umum,

Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kescjahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan,

. Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi serta

merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;

Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program Bidang Pendidikan,
Kesehatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan
Anak, Pemuda dan Olabraga, Keéarsipan dan Perpusatakaan, Pemerintahan Umum,
Pemerintzhan Desa dan Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan,

- Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi dalam

pelaksanaan program daerah atau pokok-pokok yang diusulkan kepada pemerintah
pusat dimasukan kedalam program tabunan, jangka menengah dan jangka panjang

- nasional;

Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan program tahunan pembangunan daerah;
Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

' Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;

Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Sosial dan

 Pemerintahan;

Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

" dengan tugas dan fungsinya;

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas diberikan oleh atasan sesuai

~'dengan tugas dan fungsinya.

Pazal 22

.. Kepala Seksi Pendidikan, Agama dan Kesehatan mempunyai tugas:
‘Menyusun rencana kegiatan Scksi berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai ilaian kinerja.
v gai dasar penilaian kinerja.
Mengumpulkan bahan dan data untuk program Bidang Pendidikan, Keschatan, Agama,

Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Pemuda dan

Olahraga, Kearsipan dan Perpusatakaan;

Mela?cs:anakan penyusunan rencana dan program pembangunan Bidang Bidang
Pendidikan, Kesehatan, Agama, Keluarga Berencana, Pengarusuternaan Gender dan

' Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan dan Perpusatakaan;
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Menﬁapkan data dan bahan yang berkenaan dengan seksi tugasnya dalam rangka
. penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Sosial dan Pemerintahan;
" Melaksanakan pembinaan terhadap bawahannya di Seksi tugasnya;

Melaksanakan pembinaan terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
tabhunnya; .

. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
'dengan tugas dan fungsinya; | o -
' Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya; _
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 23

" Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai
pedoman petaksanaan tugas; o
Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
Mengumpulkan bahan dan data untuk program Bidang Pemerintahan Umum,

* Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kescjahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan,

Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi;
Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan Bidang Pemerintahan
Umum, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kesejahicraan Masyarakat,
Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Informasi dan
Komunikasi;

Menyiapkan data dan bahan yang berkemaan dengan seksi fugasnya dalam rangka
penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Sosial dan Pemerintaban;

Melaksanakan pembinaan terbadap bawahannya di Seksi tugasnya;

. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
_ tahunnya; _
_ Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

* Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
.. fumgsinya.

' Bagian Keenam
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Pasal 24

Bidang Pcnelitia?n, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas-tugas di bidang stafistik, pengelolaan dan pelaksangan

.. penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian

o

'pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana;

Untuk tmelaksanakan rugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang
Penelitian, Pengembangan dan Statisttkmempunyai fungsi:

a. IPenyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan
- ‘pembangunan dacrah dan statistik;
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b, Penyusunan perencanaan ketja bidang Penelitian, Pengembangan dan statistik,
" ¢. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian, pengembangan,

Statistik dan perencanaan pembangunan daerab;

'd. Penyelenggaraan kerjasama penelitian, pengembangan, koordinasi, evaluasi dan

| sosialisasi serta mempublikasikan hasil penelitian bidang ekonomi, sumber daya
alam dan lingkungan hidup, fisik dan prasarana serta kesejahteraan rakyat dan

pemerintahan;

" . Mengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang penelitian,

pengembangan, statistik dan perencanaan pembangunan daerah;

- f, Mengkoordinasian, pengetolaan dan pelayanan data dan informasi pembangunan;

X 'g. Mengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah

meliputi Percncanaan Pembangunan Jangka Panjang Daefah,. Rencana
. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Statistik Organisasi Perangkat
" Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;

" h. Evaluasi Kebijakan teknis perencanaan bidang Penelitiaan, pengembangan

statistik, data dan informasi, dan perencanaan pembangunan daerah;

" i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitiaan,

pengembangan, statistik dan perencanaan.

Pasal 25

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas:

: "}).

Menyusun perencanaan kerja bidang Penelitian, Pengembangan dan statistik;
Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian, pengembangan, Statistik
dan perencanaan pembangunan dacrah;

 Mengkoordinasi, penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah;

. Mengkoordinasikan peléksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan

" statistik;

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga
atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penclitian dan
pengembangan pembangunan daerah;

Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah Informasi (ekspose) potensi-
‘potensi sumber daya Kabupaten Langkat;

Pendistribusian dokumen statistik ke instansi terkait;

Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil
penelitian dan pengembangan serta penyusunan buletin litbang;

Mengkoordinasi pengelolaan dan pelayanan data dan informasi pembangunan;

- Mengkoordmasn pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah
meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah;

. Melakukan Evaluasi Kebijakan teknis perencanaan bidang Penelitiaan, pengembangan
- Melakukan dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitiaan,

pengembangan, statistik dan perencanaan;

Menyusun serta menyiapkan renstra, renja dan lakip Bidang Penelitian, P

e = . . p Bidang Penelitian, Pengembangan
Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian

 kinerja;
~ Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di bidang tugasnya;

Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

_tahunnya;-
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C T

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang dibertkan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:

.
b.

. c

a.

feow

A

Menyiapkan bahan rencana kerja subbidang penelitian dan pengembangan;
Menyusun dan mendokumentasikan hasil penelitian dari seluruh SKPD dan menyusun

* bulletin penelitian;
~ Membantu pengumpulan data dalam penyusunan pelaksanaan dan pembinaan

perencanaan pembangunan. daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Statistik

" Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;

Mempersiapkan updating data hasil program pembangunan dari SKPD;

' Mempersiapkan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit ke‘lja/im;.tansi
~ /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan

penclitian dan pengembangan pembangunan daerah;

" Mempersiapkan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

Memberikan penilaien terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

- tahunnya;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch atasan sesuai dengan tugas dan

- fungsinya;

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

. sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

| Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas:

Menyiapkan bahan péhgoordihasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan
statistik; ' o ,.

Mempersiapkan pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
Pencetakan dan pendistribusian dokumen statistic ke instansi terkait; '

' Membantu penyediaan Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;

Pelaksanaan, pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian
kinerja pembangunan daerah; l et

. Membanta pengumpulan data dalam penyusunan pelaksanaan dan pembinaan
~ perencanaan pembangunan daerah meliputi Perencansan Pembangunan Jangka

Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah isti

g D ! gah Dacrah, Rencana Statistik

I(‘))_[rgamsam Pl;ean;ngkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
empersiapkan dan menyusun informasi bahan ekspose i- i

K, ot . pose potensi-potensi sumber daya

- ', Mempersiapkan updating data hasil program pembangunan dari SKPD;

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan

- fungsinya dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegjatan kepada atasan.
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BABY
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
JABATAN

Pasal 28

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan eselon I b atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan , merupakan jabatan eseion Illa; atau

. jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan
eselon I b atau jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan
' pengawas.

Pasal 29

"~ Selain .jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pada Badan Perencanaan
" Pembangunan Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Bagian Kedua
' Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

. (1) Jabatan  Fungsional ditetapkan berdasarkan keahblian dan spesialisasi yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor
 sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsionalyang diatur
dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga
- fungsional senior yangditunjuk oleh Kepala Badan.
(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan. berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
{6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional d perundang-undangan yang berlaku.
(7) Pembinaan  terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. _

BABYV
TATA KERJA

Pasal 31

(1) Kepala Badan berkewsjiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
-+ sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
_ Daerah maupun dengan lembaga teknis lainnya.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan
. yang ditetapkan oleh Bupati.
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(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban
memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
- peldksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 32

" (1) Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPIMD
* " Kabupaten, menyysun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya
. berdasarkan ketentuan yang berlaku;

(2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrah berkewajiban: -

a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana sirategis Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja
- Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

. (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

. (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai

" tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b, Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung
jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil
pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; .

¢. ‘Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan

. pencapaian tujuan organisasi.

(3) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan
laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

'Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan
dan Pen;bedlentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
K¢ ) 'Dengan ditetal?kafjnya peraturan ini, maka peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun
2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
K_pbupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hat yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan den,
" Keputusan Bupati. e .

19



(3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang m.enjadﬁ lingkup kewenangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Badan.

(4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal {6 Desember 2016

BUPATI LANGKAT,
ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKXRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABVPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR &4
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STRUKTUR ORGANISASI ' | _ LAMPIRAN : PERATURAN BUPAT! KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH _ NOMOR @ G4 Wi potle
KABUPATEN LANGKAT - : _ R .. TARGOGAL : ¢ fugewler 306

1
- SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAG UMUM :
DAN SUBBAG KEUANGAN
KEFEGAWAIAN
BIDANG PENELITIAN
BIDANG FISIK DAN BIDANG SOSIAL DAN :
PENGEMBANGAN DAN
PRASARANA BIDANG EKONOMI PEMERINTAHAN STASTISTIK
| | | |
SEKSI PRASARANA PERSIII:?;?JI PERTA%L:: l;gm, SEKSI PENDIDIKAN, AGAMA DAN SEKSI PENELITIAN DAN
WILAYAH N Kerapan GANGAN KESEHATAN PENGEMBANGAN
SEKSI SUMBER DAYA ALAM DAN SEKS] EKONOMI DAN SEKS! PEMERINTAHAN DAN SEKSI STASTISTIK
LINGKUNGAN HIDUP PENANAMAN MODAL KESEJAHTERAAN MASYARAKAT :
BUPATI LANGKAT
ttd

NGOGESA SITEPU



